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BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINS] SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR %} TAHUN 2014

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,

bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 8 Peraluran Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Apggaran 2013, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara tentang Penjabaran Peltanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai rincian lebih lapjut dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahUn Apggaran 2013.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersith dan Behas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahap Lembaran
Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indopesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor ! Tahun 2004 tenlang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indopesia
Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ticntang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara
Nomor 4421},

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437} sebagaimana telah diubah beberapa kal,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi
Sulawesi Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4685}

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Neolnor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234};

Peraturan Pelnerihtah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Talwh 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Lembaran Negara Republk Indonesta Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4028},

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahuhh 2004 temtang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republbk Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kals,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemcrintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah {l.embaran Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712];
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 lentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana  Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenlang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemeriiitah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 teniang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614};

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemcrintah,
Pemecrintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kola (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lemmbaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2010 Nomor 53);

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun
2013 tentang Perubahan Anggarah Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 Nomor 72);



25. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana teleh diubah dengan Peraturan Bupati 21 Tahun 2013
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita
Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 Nomor 174);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggalan 2013 terdiri atas :

1. PENDAPATAN
a. Pendapatan Asli Daerah Rp  8.920.156.536,00
b, Dana Perimbangan Rp 416.224.764.347,00
¢. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Rp 40.848.203.140,00
Sah
Jumlah Pendapatan Rp 465.993.124.023,00

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1 Belanja Pegawai Rp 171.492.034.853,00
2  IBelanja Hibah Rp 17.791.444.169,00
3  Belanja Bantuan Sosial Rp 3.104.000.000,00
4 Belanja Bantuan Keuangan Rp 18.950.104.318,00

Kepada

Provinsi / Kabu paten/ Kota,

Pemerintahan Desa dan Partai

Politik
5 Belanja Tidak Terduga Rp 502.000.000,00

Rp 211.839.583.340,00



b. Belanja Langsung

1 DBelanja Pegawal Rp 11.245.338.500,00
2 Belanja Barang dan Jasa Rp 107.610.583.408,00
3 Belanja Modal Rp 112.001.895.595,00
Rp 230.857.817.503,00
Jumlah Belanja Rp 442.697.400.843,00
Surplus / (Defisit) Rp 23.295.723.180,00
3. Pembiayaan
a  Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 12.622.451.744,05
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp -
Jumiah pembiayaan Rp 12.622.451.744,05
neto
Sisa leblh pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp

35.918.174.924,05
Pasal 2

Ringkasan laporan rcalisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran | dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupal in.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal ! dirinei lebih lanjut ke dalam peniabaran
laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaiMana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dajam Lampiran Il dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.



Pasal S

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

" Paraf
No Pejabat Pengelola Koordinasi Keterangan 4 .
—— i B e Ditetapkan di Ratahan
pati Ditandatangani Pada tanggal € «etope™ 2014
2 Wakil Bupati i
3 | Sekretaris Daerah e BUPATI MINAHASA TENGGARA,
4 Asisten Administrasi Umum ¢ 4
“5 Kepala Dinas PPKAD #
& Kabag Hukum dan Perundang- L] ,
undangan IEE —
i | e 27 JAMES SUMENDAP
8 Sekretaris Dinas PPKAD f
9 | Kepala Bidang Akuntansi m
10 | Kepala Seksi Peaporan Tl

Diundangkan di Ratahan
pada tanggal 6 ot 2014

SEKRETARIS DAERAH

N
Ir. B. A. TI GKI

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2014 NOMOR 14




Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal & getoe@Yr 2014

BUPATI MINAHASA TENGGARA,/;

ﬂ-f::f"__‘r)(—

JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
pada tanggal t6 oktber 2014

SEKRETARIS DAERAH

/.
/—S/ /{
Ir. B. Aw«l

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2014 NOMOR U%



